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bahwa untuk melaksanakan pasal 151 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penacloiaan Keuangan Daerah,
rorlu ditetapkar  Peraturan’ Daerzh tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuzngan Daercih:

ahwa sehubungan derigan maksud tersebut huruf a diatas, maka
periu. membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten £2.ito Selatan:

bahwa berdasarlkan periimbangan sebzgaimana dimaksud pada
huruf @ dan b diatas, perlu ditetapican dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Earito Selatan.

Undang - Undang Nomor 27 Tohun 1959 tentang Pembentukan
Pacrah Tingkat Il di Kalimantan (.embaran Nzgara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) ;

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1897 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubzh c¢engan Undang — undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomer 246; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048) ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Colusi  dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik
Incionesia Nomor 3851) ;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) ;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undanc Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintanh Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20035 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanar Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tamb~han Lembaran Negara
Republik Indonnsia Nemor 4502);

Peraturan Pen~rintah Nomor 24 Tshun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Naooara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momoi 4503):

Peraturan Pe ~>riniah ilomor 23 T-hun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kenaca Partai Politik {_embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20CC tiomor 32, Tambahan Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 7ahun 2005 tortang Pinjaman
Drierah (Lembaran Negar Rerubli's Indonesia T~hun 2005 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4574);

Peraturan Pemeritiiah NMomor 55 Tohun 2705 tentang dana
Perimbangan (Lembaran Negara R-oziblik Indanesia Tahun 2005
Nomor 137, T-mbahun Lembaran [ >g-ra +wpublik  Indonesia
NomordS5735);

Peraturan Pcmerintch Nomor 56 Tohun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lemb:-7n Negera Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambchan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor «576);

Peraturan Femerintah Nomor 57 T-hun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran N~5ara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 132, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan  Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

FPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tzhun 2005 tentang Pedoman
Pemoinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

arang Mililt Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609): i
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
“euangan dan IKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

23. Peraturan Menari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Téntang
Perubahan Atas Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedeman Pengelolaan :Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan

- BUPATI BARITO SELATAN

VIEMUTUSKAN B
Menetapkan . PERATURAN DAERAH  TENTANG POKOK - POKOK
‘ PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
l- BAB |

| KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia dan/atau menteri yang terkait sebagaimana diatur dalam perudangan —
undangan.

2. Peraturan Perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
tan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang D~sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan
: bersama Bupati . ;

[#2]

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri atas,
Bupati dan perangkat daerah secbacai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

! 7. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
8. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatauszhaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerai.

Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Dacr-h, sclanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan dacrah yang dihahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetenpkan dengan Peraturan
Deerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelo'zan Keuangan Daergh adriah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggorakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Danrah yang cclanjuiya disingkat PFXD adalah
kepala satuan kerja pengelola muangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bend: hara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yar+ s~lanjutnya dicringkat DUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagni bendchars umum daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa un' = mclaksanakan tucas bendahara
umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah 1vang selanjutnya ¢/isingat SIKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna angaaran/brrang.

Satuan Kerja Pengelola Keunrizan Da-rah yang se!~~'utnya disingkat SKPKD
adalah  perangkat daerah puda pocmerinteh  daerah  seleku  pengguna
anggaran/barang.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan catu etau beberapa program.,

Pejai: | Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat
pada uiiit kerja SKFD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program szsuai dengan bidang tugasnya

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksz.nakzn tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengouna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sobagiain kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKi"D.

v'zngguna Oarang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah.

Kas Umum Dnerah adalah tempat penyimpanan uan¢ daerah yang ditentukan oleh
Bupatiuntuk menampung seluruh penerimaan daeah dan membayar seluruh
pengeluaran da~rai.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang diientukan oleh Bupatiuntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bendahara Ponerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendrhara Pengeluaran adaiah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk k=nerluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerc!.
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Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Id;;;erah,

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintaii daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih Iebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah, Ji

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang aniara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik ::da tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutny:.

/ "
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjuinya disingkkat SILPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran cclama satu periode
anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaltsi yang mengzkibztkan dacrah menerima
sejumlah uang atau menerima manizat yang bernilai uang c'ari pihak lain sehingga
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pcndekatan  penganggaran
berdasarkan kebiiakan, dengan pengambilan keputusan farhadan kehiinkan tamat-s
GilalUidall dalam perspektif  lebih  dari  satu  tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputuzzn yang bersanigkutan pada tahun

- berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan '~butuhan dan: untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna mamastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

Kinerja ar'~lah keizaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai -

sehubungan denzan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
teruiur.

Penganogaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang c'akukan secara ferintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna

relaikcannkan kegiclan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.

Fungsi adalah ~erwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilzksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
atau lebih kegizian dengan menoounakan sumbear dave yorpr diecdis

mvhiudpel laslh yang lerukur sesuai dengan misi SKPD

berisi satu

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
tercliri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untu!lc menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalzh | asil yang diharspican dari suatu program atou | uaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.
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- sebelum disepakali dengan DPRD

‘Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan. :

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang czalanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjuthva disebut Rencana Kerja

Pemcrintah Daerah (RKPD), adaiah doikumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(=atu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan peng: jgaran yang berisi yrogram dan kegiatan SKPD

~serta anggaran yaing diperlukan untuk melaksanak-nnya.

Tim Anggaran Pemerinteh Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yarilg
dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dinimpin clch Selrotaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala perencana
daerah, PPKD dan Peajabat lainnya scuai dengan kebutihan,

. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat XUA adz!ah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pandapatan, belanja, can rembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

. Prioritas  dan Plafon Anggaran Sementara yang c¢=lanjutnya  disingkat PPAS

merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap proaram sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

Prioritas dan Flafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA merupakan program
piioritas dan pztokan batas maksimal anggaran vang diberikan kepada SKPD untuk
coliap program scbrgai acuan o~lam penyusunan RICA-SIKPD sotelah disepakati
CPRD.

Cskumen PFelakscnaan Angcaran SKPD yang selenjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang momuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digun'.an sebagni dasar pelalsanaan oleh pengguna anggaran.

Doiwumen Pelaksanasn Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunnkan ¢ bagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Surat Penycdi=+n Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatalkon tersedianya dana untuk melaksanakankegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP

Surat Permintcnn Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
ditorbitken 'y pejabat  yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiaian/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Porintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/cliterbit'tan oleh penaguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan 8P2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Suret Perintah P-mcairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunalan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
bardasarkan SPM.

Uang Persediaan adalah sciumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja
dalam melaksanakan kegia'an operasional sehari-hari.
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Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen vyang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor
sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanju.nya disingkat SPM-
GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban penczluaran DiPASIKED yang dananya
dipergunakan uritiik mengganti uang persediaan yang telal: dibe!arjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uzng Persadiazn yang sc'anjutnya disingkat
SPM-TU adal=h dokumen yong diterditkan oleh p2angguna anggaran/iuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atee beban pengo'uaran DPA-SKPD. karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah baias panu uang per~2diaan yang telah
ditetapkan sesuai dangan keterituan,

Piutang Daerah aclalali jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerzh
dan/atau hak pemerintah daerah y-ng dapat dinilai ceneoan uzng s~bagai akibat
perjanjian atau nakibat lainnya berc-sarkan peraturci prrundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah. "}
Barang Milik Daerah adalah scrava barang yzng dibeli atou diperoleh atas beban/
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yana sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib cibayar pemerintah dacrah dan/atau
kewajiban pemerintah daerah yang de--at diniial denaanuang Leordasarkan peraturan
perundangan-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lzinnya yana sah.

Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan untul- racnampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tid-k dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi Daerah adclah pengqunaan asset doerah untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial don/atau manfaat lainnya
sehingga darat meningkatkan kemampuan pemerintah daerzh dalam rangka
pelnyanan kepada masyarakat.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata
dan past jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingk at BLUD adalah SKPD/unit
erja pada SKPD di lingkungan pemzerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
F2iayanan “zpac: masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanra mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi can produktivitas.

Sistem engendalian Intern IKeuangan Daerah merupakan suatu proses yang
berkesinambungan vang dilakukan ecleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas
dan fungsi melcliukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar
pelaksanaan kebijakan penoelolann keuangan daerah sesuai dengan rencana dan
peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Keuangan daerah meliputi :

a.

Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan
pinjaman;



Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga;

¢. Penerimaan daerah: i

d. ﬁengeiuaran daerah;

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan / atau kenentingan umum

Pasal 3
Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : \
a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah; : \
b. Kekuasaan pengelolaan keuanaan daerah: '
C. Asas umum dan Struktur APBD:;
d. Penyusunan rancangan APBD
€. Penetapan APBD
f.  Pelaksanaan APBD
g. Laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD;
h.  Penatausahaan keuangan daerah:
i.  Akuntansi keuangan daerah:
J- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
K. pengendalian defisit dan Penggunaan surplus APBD:
. Kekayaan dan kewajiban Daerah:
M. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerzh;
n. penyelesaian kerugian daerah:;
0. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
p. Kedudukan keuangan Bupati, Wakil Pupati dan DPRD: dan
4. pengaturan pangelolaan keuangan daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengeloiaan Keuangan Daerah
Pasal 4
1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan
perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi

yang diwujudkan dalam APBD ¥ang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerabh.

BAB I
KEKUASAAN PENCELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati.

Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikin kekayaan daerah yang
“dipisahkan



3)

Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
vaitu : :

a. Menetapkan kebijakan tentang rancangan APBD, perda APBD dan rancangan
perubahan APBD dan perda perubahan APBD;

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APPBD:

Menctapkan kebijakan tenta ng pengelolaan barang dasrah:

Menetapkan kuasa pengguna anggaran / barang;

Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran:
Menetapkan pejabat yang bertugas mei-':ukan pemungutan penerimaan daerah:
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengeloiaan utang dan piutang
daerah;

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan penge.olaan varang milik dacrah;
dan

Menetapkan pejabat yang bertugas melakul-an pengujian atas tagihan dan
memerintailian pembayaran.,

T @moooo

Bupati selaku pemegang kekuasaan p:ngelclnan keuangan daerah melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris Daerzh selaky Keordinator pengelolaan keuangan daerah :

b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daegrah se'aku PPKD:;

€. Kepala SKPD seclaku pejabat pengguna anggaran /'oarang daerah,

Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimal:sud pada ayat (3),sekretaris
daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaliud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Pupali barpedoman pada peraturan perundang-
undangan. .

Bagian Kedua
Koordinator Pengeiolaan Keuangan Dacrah

Pisal 6

Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya
dal=m  membantu Bupati  menyusun kebijakan dan  mengkoordinasikan

Penyelengzinan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan
daerah;

Sekretaris Daerah Selaku Xoordinator Pengelolaan Keuangan daerah mempunyai
tisas koordinasi dibidang :

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

Penyusunan don pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah:
~enyusunan rancangan APBD an rancangan perubahan APBD:

Penyusunan Raperda AFBD, Perubahan APED, dan Pertanggungjawaban
peiaksanaan APBD:

Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan
daerah; dan

f. Penyusunan I=poran Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanzan APBD.

o oW
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Selain mempunyai tugas-tugas koorrinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris Daerah juga mempunyai tugas :

a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah;

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD:

C. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

.. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD: dan

e. Melaksanakan tugas-tugas kcordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati .
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3)
4)

7)

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas. pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah

Pasal 7

PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah:

b. Menyusun rancangan APBD can rancangan Perubahan APZD:

c. Melaksanakan pemungutan pendapaton daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah:

d. Melaksanakan fungsi Bendrhara Umuin Daerah:

2. Menyusun laporan keuangan daerah  delam rangka pertainggungjawaban
pelaksanaan APBD: dan

f.  Melaksanakan tugas lainny= berdasaii Kucsa yang dilimpahkan oleh Bupati .

PPKD selaku BUD berwenanc:

a. Menyusun rancangan kebijakan don pedoman pelaksanaan APBD:

b. Mengesahkan DFA-SKPD:

. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran
kas daerah;

e. Melaksanakan Pemungutan pajak daerah:

f. Menetapkan SPD:;

g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah: )

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah:
). Melaksanakan kebijakan dan padomean pengezlolaan scita penghapusan barang
milik daerzh.

PFXD selaku BUD menunjuk pcjabat dilingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.

Penunjukan kuasa BPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan upati,

PPKD bertanggung jawab nias pelaksanaan tugasr_'.'ya kepada Bupati melalui
‘Sekretaris Dazrehy o

{uasa BUD seh~gaimans dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. Menyiaplan ¢nggaran kas;

0. Manyiapkan SPD:

Menerbitlcn SP2D: dan

Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

Memantau pelzksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau

lembagz keuangan lainnya yang ditunjuk:

Mengusahrkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD:

Menyimpan uang daerah;

Menetapkan SPD:

Melaksanakzn penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan

investasi:

j.  Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum dacrah;

K. Menyiap'-an pelaksanaan pinjaman  dan pemberian jaminan atas nama
pcmerintah daerah;

. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah:

m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

ti. melakukan penagihan piutang daerah:

9}
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Kuasa BUD berlanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

10



Pasal 8§

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan
tugas - tugas sebagai berikut :

1)

4)

moa0oTo

Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD:

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Melaksanakan pemungutan pajak daerah:

Melaksanakan sistem akuntanzi dan pelapcran “suangan daerah;

Menyajikan informasi “euangan dasrah:

Melaksan~lan kebijakan dan pedom.n pengeiolaan serin penghapusan barang
milikk daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaranfl—"ongguna Barang Daerah

Pasal 2

Kepala SKPD selaky Pejabat pengguna anggaran / peongguna barang daerah
mempunyai tugas dan wewenang :

a. Menyusun RKA-SKPD:
b. Menyusun DPA-SKPD:
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja:
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujinn atas tagihan dan memerintahkan pembayaran:
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengzn  pihak lain dalam batas
Anggaran yang telah ditetapkan:
h. Mengelola utang dan riutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya:
Mengelola barang milik daerah/kekayaan dacral: Jang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;
J- Menyusun dan manyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya:
k. Menaawasi ~olaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. Melnksanakan tugas-tuzas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
bordasarkan Luasa yang dilimpahkan oleh Bupati:
m. Menandatangani Surat Perintah Membayar.

Pejabat pengriina anggaran/nharang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Cupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Pejabat  pengeuna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas - tugas
sebagaimana dimaksud dalom pasal 9 ayat 1 dapat melimpahkan sebagian
kew nangannya kerada kepala unit kerja pada SKPD selaky kuasa pengguna
anggaranfbarang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi kompetensi jabatan dan/atau . rentang
kendali dan pertimbangan objcktif lainnya

Pelimpahan sebagian  kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditetaplkan cleh Bupati atas usul kepala SKPD.

I8}

Kunsa Pentguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan fugasnya

“epada pengguna anggaran/nengguna barang

1"
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Bagizan Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Si{PD

Pasal 11

Pejabat pengguna anggaran/barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kagiatan menunjuk pejabat
pada unit kerja SKPD selaky PPTK.

Penunjukan PPTK berdasarlkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran
kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atay rentang kendz!li dan pertimbangan objektif
lainnya.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

a. Mengendalikan pelaksana °n kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaitsanaan kegiatan;

€. Menyiapken  dok:men “ngaaran  otas  behkan pcijeluaran pelaksanaan
kegiatan.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada a}'“a! (3) huruf ¢ mencakup

. dokumen adminstrasi Kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan

Persyaratan pembayzran yanz dit~tapkan sesuai denzan ketentuan perundangan-
undangan,

PPTK bertanggung jawab ataa pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna
Anggaram’Barang atau Kusna Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
berdasarkan Penunjukannya.

Bagizn Keenam
Pejabat Penatausahaan ilcuangan SKPD

Kepala SKPD menetapkan nejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
kiuangan pada SKPD sebagai Pcjabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

Pejabat pPenatausahaan keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK — SKPD

mempunyai tugas melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA - SKPD,
yang meliputi :

a. Meneliti kelengkapan SPP.L5 yang diajukan oleh PPTK:
b. Menaliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU SPP-LS Gaji dan

perundangan-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran:
Melakukan verifikasi EPP:

Menyiapkan SPM;

Melaksanakan akuntansi SKPD: dan

Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

~caoe

PPK ~ SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan perarimaan negara/cacrah bendahara, dan/atay PPTK,

Bagian Ketujuh
2endahara Penerimzaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 13

Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melakzona-
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan ;.-
SKFD.

L AR
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1

Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah nejobat fungsional.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik
Secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan
P2mborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan terscbut, serta menyimpan uang pada suaty bank atau
lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. '

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung
Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

CAB Il
ASAS UMUL DAN STRUKTUR AP3D
Bagian Pertama
Asas Umur APBD

Pasal 14

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan
kemampuan pendapatan daerah:

Penyusunan APBD sebagaimana pada ayat (1) berpedomana pada RKPD dalam
rangka  mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara:

Palam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianyva penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan
atau jasa dianggarkan dalam APBD: !

Jumlah’ Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan:

Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan
secara bruto dalam APBD:

Penganggaran uniuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar
hukum yang melandasinya.

Pasal 15
Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APRD

Pasal 16

Struktur APBD merupakan sntu kesatuan yang terdiri atas :
a. Pendapatan daerah:
b. Belanja daerah: dan
¢. Pembiayaan daerah.
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Pendapatan daeran sebagaim~na dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua
penerimaan uang melalui Kas Umum Caerah, yang menambah ekuitas dana lancar,

yang merupakan hak daerah dajam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh Daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, ienis, obyek dan rincian obyek
pandapatan.

Belanja daerah scbagaimana  dimaksud pada aya* (1) huruf b meliputi semua
pengeluaran dari Rekening IKas Umum Caerah

Pembiayaan daerah sebagaimnna dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi semua
penerimaan yang perlu dibavar dan/atau Pengeluaran yang akan diierima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan Maupun padsa tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Br -ian Ketiea
rendapatan Dacrah

Pasa! 17

Pendapatan daerah dikelompokan atas -
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan; dan

¢. Lain-lain pendapatan dacrah yang sah.

Pasal 18

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

a. Pajak daerah:

b. Retribusi daerah:

¢. Hasil pengelolaan kekayazn daerah yang dipisahkan: dan
d. Lain-lain PAD yang sah,

Jei's pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
menurut obyek pendapatan sasyai dengan peraturan perundang-undangan

Jenis hasil pcngelolaan kekayaan daerah yang dipisahkansebagaimana dimaksud

pPada aynt (1) huruf ¢ dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

a. Bagian |zha atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah
daerah/BUMD:

b. Bagianlab: atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN: dan

¢. Bagian la%a atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok
usaha masyarakat

Jenis lain-lain PAD yang sah dirinci menurut obyek pendapatan mencakup :
a. Hasil penjualan kekayaan danrah yang tidak dipisahkan;
b, Jasa qiro:
C. Pendapatan bunga:;
d. Penerimanan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah: .
€. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh dat rah;
Keuntungan cclisih nilaj tukor rupiah terhadap mata ’uang asing;
Pendapaten denda atas keterlambatan pelaksanasn pekerjaan;
Perndanat-n denda pajak;
Poendapatan denda retribusi;
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
Pendapatan cori pengembalian;
Feillitas sosial dan fasilitas umum;
. Pendapatan dari penyelcnggaran pendidikan dan pelatihan ;: dan
Pendapatan dari angsure/cicilan penjualan.

Y o
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Pasal 19

Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas -
a. Dana Bagi Hasil:

b. Dana Alokasi Umum: dan

¢ Dana Alokasi Khusus.

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup ;
a. Bagi hasil pajak; dan
b. Bagi hasil bukan pajak

Jenis dana alokasi umum hanya terciri atas objek penaapatan dana alokasi umum.

Jenis dana alolkasi khusus dirinci menurut objek pencapatan menurut kegiatan yang
ditetapkan oleh mam 2rintah.

Pasal 20

Kelompok lain — lain pendapatan daerah yang sah dibagi nianurut jenis pendapatan

yang mencakup :

Hibah berzsal dari Pemerintah, pPemcerintah dazrah lainnya, badan / lembaga /

organisasi swasta dalom negeri, kelompok masy:iicat / perorangan, dan lembaga

luar negeri yang tidak mengikat:

b. Dana darurat dari pemazrintah dalam rangka peranggulangan korban/kerusakan
akibat bencana alam;

¢. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten:

d. Dana penyesuaian yang ditetapl-an oleh pemerintch; dan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah dr.orah lainnya.

w

Hibah sebagaimana dimaksud p-ria ayat (1) huruf a adalah peﬁerimaan daerah dalam
bentuic devisa, rupaih maupun barang atas jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan
yang tidak perjy dibayar kemhzl;.

Pengelc'aan hiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hrrpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 21

Belanja  daerah dipergunzkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kew~nangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan
uiusan pilihan serta urusan Yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Celanja pen elenagaraan urus=n wajib dan urusan ilihan berdasarkan peraturan
J Y sie)
perundang-undangan yang berlaku.

Belanja penyelenggaraan  urusan wajib  diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
caerah yang diwujudkan dnlam sentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, (asilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial.

Peningkatan kualilas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
divriiudkan melalui prestasi kerjn dalam Pencapaian standar pelayanan minimal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

P2lanja menurut urusan Yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
yang diklasifikasikan menurut urusan,

15



1)

2)

1

2)

1)

1)

Pasal 19

Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas :
a. Dana Bagi Hasi:

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus,

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup ;
a. Bagi hasil pajak; dan
b.  Bagi hasil bukan pajak

Jenis dana alokasi umum hanya terciri atas objek penb'apatan dana alokasi umum.

Jenis dana aloleas; kKhusus dirinci menurut objek pencapatan menurut kegiatan yang
ditetapkan oleh pemerintah,

Pasal 20

Kelompok lain — lain pendapatan daerah yang sah dibagi riznuryt jenis pendapatan

yang mencakup - '

2. Hibah berzsa] dari Pemerintah, pemcrintah daerah lainriya, badan / lembaga /
Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyuakat / perorangan, dan lembaga
luar negeri yang tidak mengilt:

b. Dana darurat dari pemcrintah dalam rangka FSrangguiangan korban/kerusakan
akibat bencana alam;

¢. Dana bagi hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten:

d. Dana penyesuaian yang ditetzplan oleh pemerintah; dan

€. Bantuan keuangan dari previnsi atau pemerintah dzorah lainnya,

Hibah sebagaimana dimaksud paria ayat (1) huruf a adalah peﬁerimaan daerah dalam

bentuk devisa, rupaih manupun barang atas jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan
yang tidak perly dibayar kembeli.

Pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada avat (2) korpedoman pada peraturan
perundang—undangan,

Bogian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 21

Belanja  daerah dipergunzkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan
vrusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam baaian atau bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang~undangan.

Celanja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pifihan berdasarkan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Belanja penvelenggaraan urusan  waijib  diprioritaskan untuk  melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam UPaya memenuhi kewajiban
Caerah yang diwujudkan dalam 2entuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, |asilitas Sosial dan fazititas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diviudkan molalui prestasi kerja dalam pencapaian stancar pelayanan minimal sesuai
dengan peraturan perundmngmndsngan,

Pzlanja menurut urusan yang Penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
yang diklasifikasikan menurut urusan,
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Pasal 22

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta
jenis belanja.

Klasifikasi belanja  menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasj
pemerintahan daerah.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan
kelerpaduan pengelolaan keuangan n=gara,mencakup ; pelayanan umum, ketertiban
dan keamanan, ekonom|, lingkigan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,
pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan cosial,

Klasifikasi belanja yang dimaksug pada pasal 24 ayat (5) ci:elompokan atas -
a. Pnlanja tidak langsung; dan
b. Belanja langsung.

Kelompok belanja tidalk langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s
merupakan belanja  yanr diarogarkan  tick terkait z-cara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegistan

Kelompok belenja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
belanja yang dianggarkan torkait 2ecara langsung cengan pelaksanaan program dan
kegiatan

“asal 23

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dim: ksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf a dibagi menurut jenis Lelanja yang terdiri dari ©
. Belanja pegawza+
- Belanja barang dan jasa;
. Belanja maodal;
. Bunga:
. Subsidi:
Hibah:
. Bantuan sosial:
- Belanja bagi hasil dan bantuan %cuangan: dan
i. Belanja tidak terduga.

T o

41 e T
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Pasal 24

Belanja pegawaj sebagaimana dimaksud dalam psal 23 huruf g adalah belanja
koempensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang

ciberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan Kketentuan
perundang-undangan.

Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang
difetapkan sosuai dengan poraturon perundang-undanqgan dianggarkan dalam belanja
pegawai

Pemerintah Dazrah danat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai nageri
sipil berdasarian pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memner~leh persetujuan DPRD sesuyai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Belanja pegawai scbagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf g dianggarkan pada
Lelanja organisani berkenacn sezuaj dengan peraturan Perundang-undangan.

Pzsal 25

Colanja bunga sebagaiman-~ dimaksud dzalam pasal 23 huruf d digunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
(principal ousianding)  berdasarkan perjanjian  pinjaman jangka pendek, Jangka
Wi.niengah dan jangka panjang.
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Casal 26

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e digunakan untuk
menganggarkan bantuan biaya produks; kepada perusahaan/lembaga terntentu agar
harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

Perusahaan / lembaga penerima nelanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah perusahaan / lembaga yang menghasilkan produk atauy Jasa pelayana umum
masyarakat,

Perusahaanﬂembaga penerima tolanja subsidi sebagaimana dimalk-~sud pada ayat (1)
harus terlebih  dohuly dilaikukan  audit scsuni dengan  liatentuan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam  rangka pertanggung  jawaban prlaksanaan APBD, percrima subsidi
sebagaimana dimaksud pada zyat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawabaii pengriunarn dan~ sunsini kepada Bupati. '

Belanja subsidi sebagaimana imaksud pada ayat (1) dizngcarakan sesuai dengan
keperluan perusahasn/iembaga penerima subsidi daiam Peraturan Daerah tentang
APBD yang peratur~n relaksan~annys ebin lanjut ditu-ngkan dalam peraturan Bupati.

Froal 27

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf f digunakan untuk
mengangcarkan pemberian hikah drlam bentuk uang, k-rang dan/atau jasa kepada
pemerintah  daerah lainnya,  perusahaan daerah, masyaral'at dan organisasi
kemasvrakatan yang secara ~pesifh teiah ditetapkan peruniulannya bersifat ticak
wajib dan tidak mengikta, serta ticdak sccara terus menerus.,

Hibah kepada remerintah daeral iminnya bertujuan unfiik menunjang peningkatan
Penyelengoara-n nemering hon d erah ¢'an layanan dz~ar umum,

Hibah kepada rnerusahaan decrah hertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan
kenada masyarakat

Hibah kepada badzan / lembnga / organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat /
perorancan  bertujuan  untuk maoningkatkan partisipasi dalam penyelenngaraan
pemiangunan daerah.

Pemberian hibah dalam bentiik uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah
telah merienuhi selurun kebutihan belanja urusan wajib guna memenuhi standar
pelayanan minimuin yang ditclapkan menurut ketentuan peraturan perundang-
undan—an yong berlku.

Tasal 28

Bantuan sosial sebagaimana dimalisud dalam pasal 23 huruf g digunakan untul
menganggarkan pemberian antuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
masyaraikat yang certujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
diberikan tidalk zncars  tare menerus  dan  selektif  serta jelas  peruntukan
Penggunaannya.

Untuk memenuhi fungsi APED sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam
Upaya peningka'~n pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam
bentuk uang dapat dianggarkan anshila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh
wehutuhan belanj~ urusan wjib guna terpenuhinya standar pelavanan minimum
yang ditetapkan drlam peraturan pr:rr..=ndang-undangan

Bantuan kepuda partai polilix diberikan seusaj dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tang borlaku. '
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Pasal 29

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf h digunakan untuk
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten
kepada pemerintah desa/kelurahan sesuaj dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 30

Bantuan Keusngan  dimakaud dalam pasal 23 huruf h digunakan untuk
menganggarkan bangtuan Keuangan yang Dbersifat umum atay khusus dari
pemerintah  labupaten kepada  Pemerintah desa/kelurahan dalam rangka
pemerataandan/atau Peningkatan kemampuan keuangan

Bantuan Keuangan yang bersifat umium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
peruntukan dan Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerinta
desalkelurahan penerima bantuan

Bantuan keuangan Yang bersifat khusus sebagaimana c¢imaksud pada ayat (1)
peruntukan dan pengelolaanye diarahkan!ditetapai',n oleh pemerintah daerah
pemberi bantuan

Pemerintah dacrah dalam memicrikan bantuan yang bersifat khusus szbagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyerdiaan dana pendamping dalam
£nggaran pendapatan dan belanja desa penarima bantuan.

Jasal 31

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf merupakan
belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa ata tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana ¢ >sial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasyuk Pengambalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun —
tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersirat ticzlc binca o~hagaimana dimaksud pada ayat (1) vaitu untuk
t"nggap driurat dalam rngka  pencegahan gangguan terhadap stabilitas
Penyelenggara=n pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban Masyarakat di daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun — tahun sebelumnya yang
telah ditutup sebagnimana dimalisud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti —
bukti yang =ah.

Pasal 32

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
hasil, belanja bz ntuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimasud
dalam pasal 23 huruf ‘d”, huruf “e”, huruf ", huruf “g”, huruf "h”, dan huruf ", hanya
dapat dianggarkan r-2da belanja SKPKD

Masal 33

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat {(4) huruf b
dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari -

a. Belcnja pegnwai:

b. Belanja barang can jasa;

¢. Belanja modal:

Fas2l 34

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a untuk pengeiuaran
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
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Belanja barang dan jasa schagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b digunakan
untuk pembelian/pengadaan barang yang mempunyai nilai manfaat kurang dari 12
(dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan prgram dan kegiatan
pemerintahan

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakian jasn dimaksud pada ayat (2)
mencakup belanj barang pakai habis, bahan/mazterial, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan  kenderaan  bermotor, cetak/pengoandaa, sewa rumah/gedung/
gudang/parkir, sewa sarara mobilit~s, ~ewa alat berat, sewa perlengkapan dan
peralatan kantor, makanam dan minuman, pakain “inas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian Khusus dan hari —hari tertentu, perjalanar; dings, perjalanan dan mesin,
gedung can bangunan, inlan, irigasi dunjaringan, dun asct tetap lainnya.

Dalam hal pembelian/peng tdaan ~tay pcmbangunan asst berwujud sebagaimana
dimaksud pada nyat (3) nilaj yang dianggarakan sebezar harga perolehan

Harga perolechan sebagaimanz dimaksud pada ay~t (4) merupakan jumlah kas atau
setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saal perolehen sampai dangan aset tersebut dalam
Kondisi dan tempat yang sian un'uk dipergunakan

Jumlah kas atau setara kas vang dibayarkan atau nilai 'vajar imbalan lain yang
ciberikan untuk memperolch -ty aset pada saat perolchan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mencaliup  harg- beli/lbangun  aset, biaya admisnitrasi
pembelian/pembangunan ss ¢, biaya pengiriman, biaya pajak dan biaya lainnya yang
diperlukan sampai dencan aset tersebut digunakan.

Belarja langsung yang terciri dari belanjc pegawai, bzlanja barang dan jasa, serta
belanja modal untuk melzksanalkan progrem dan kegiatan pemerinfahan daerah
¢ianggarakan pada belanja SKPD berkenaan.

Cagian Kelima
Surplus/Defisit APBD

Pasal 35

Selisih antarn anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengokibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 26

Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 terjadi apabila anggaran
pendapatan ¢~ orah diperkiraan lebih besar dari anggaran belanja daeran.

Dalam hal APED diperkirala curplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang,
pembentukan dana cadanoan, pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial,
penyert~an modal (investasi) dazrah dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah
daerah lainnya.

Pendanaan belanja peningkztar ~minan sosial sebacaimana dimaksud pada ayat (2)
diwujudkan dalam ber‘uk program dan kegiatan pelayanar dasar masyarakat yang
dianggarkan pada SKPD yarg secara fungsional terkait dengpn tugasnya
melaksanaizan program dan kegiztan tersebut.

Pasal 37

Defisit anggaran sebagaim=na dimaksud dalam paral 35 terjadi apabila anggaran
pendapatan daerah diperkirclkan 12bih kecil dari anggaran belanja daerah.
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Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada
penetapan batas maksimal defisit APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan psmbiayaan untuk menutup difisit
tersebut yang diantaranya dapal bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman
atau penerimaan piutang.

Fagiun Keenam
“embiayaan Dacrah
Pasal 38

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 ayat (1) huruf c terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayann.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih  penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran
Pasal 39

Penerimaan pembiayaan sebagaiman~ dimaksud pada pasal 38 mencakup :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya;

- Pencairan dana cadangan: ;

¢. Hasil penjualan kekayaan dr~rah yang dipisahlan; -

d. Penerimaan pinjaman: "

&

o W

. Penerimaan kembali pemberinn pinjaman; dan
Penerimaan piutang daerah.

Pengsaluaran rembiayaan sebagzimana dimaksud dalam pasal 38 mencakup :
A. Pembentukan dana cadangan:

b. Penyerta~rn modal (invest :si) pemerintah daerah:

¢. Pembayaran pokok utang: dan

d. Pemberian pinjaman daerah.

Pelaksanaan ayat (1) dan (2) berpedoman pada peraturan perundang — undangan.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APED

Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Pasal 40

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang. merupakan
penjabaran dari Visi, Misi dan Pregram Bupati yang tertuang dalam RPJMD dengan
menggunakan bahan dari Rencan Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
mengacu pada Rencan Kerja Pemarintah

RKPD disusun untuk menjsmin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
pPenganggaran, pelaksanaan, dan nengawasan

RKPD memuat rancangan kerangka ckonomi daerah, prioritas pembangunan dan
kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pencianaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat,
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RIKPD sebagaimana dimaksud pu.da ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada
peraturan perundang - undangan.

Pasal 41

RPJMD  merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang
penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM

Provinsi dan Nasional scrta !andar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
pemerintah,

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteteplian paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Bupali dilantik.

Atas dasar RPJMD, SKPD menvusun rencana strategis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD yang memiat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang versifal indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.

Renja SKPD merupakan panjabzran dar Renstra SKPD yang disusun berdasarkan
evaluasi pencapaian pelaksanenn program dan kegiatan t2hun-tahun sebelumnya.

agian Kedua
{ehiiakan Umum APBD
Prioritas dan Plafon Anggaaran Sementara dan No' Kesepakatan

Paragraf 1
Kebijzkan Umum APBD
Pasal 42

Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan
APBD yang ditatapkan oleh pemerintah setiap tahun

Pedoman penyusunan ARPBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara

lain :

a. Pokok — pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
pemerintah daerah ;

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

¢. Teknis penyusunan APRD: dan

d.  Hal - hal khusus lainnya.

Pasal 43

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerjd yang terukur dari program -
program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan
pemerintahan dnerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi
belanja dazrah, sumber dan P=naggunaan pembiayzan yang disertai dengan asumsi
yang mendasarinya.

Prgram-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas
pembangunan yang ditotapkan oleh pemerintah

Asumsi  yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vyakni
mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok — pokok
kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah

Datam penyusunan rancangan KUA sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu
oleh TAPD yang dikoerdinasikan/dipimpin oleh Sekretaris Danrah

Pembahasan Rancangan }UA tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyusunan
RAPBD kepada DPRD
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Rancangan KUA yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disepakati
menjadi kebijakan umum APBD.

Tata cara, jadwal waktu, dan format penyusunan rancangan KUA sebagaimana yvang
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan 1

Paragraf 2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 44

Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat
(6), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan
sebagai berikut :

a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;

b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada DPRD. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia
anggaran DPRD.

Rancangan PPAS vyang telah dibahas sebagaimana dimaksi't pada ayat (3)
selanjutnya disepakati menjadi PPA

Tata cara, jadwal waktu, dan format penyusunan PPAS sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-
undangan

Paragraf 3
Mot: i{esepakatan

Pasal 45

KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (6)
dan pasal 44 ayat (4), masing — masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang
ditanda tangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD

Dalam hal Bupati berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepalatan KUA dan
PPA dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bepedoman pada
peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SIKPD

Pasal 46

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) TAPD
menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-
SIKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD

Rancangan Surat Edaran Bupati tentahg pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
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a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan
dan pembiayaan ;

b. Singkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan
sesuai dengan standar pelayanan mininmal yang ditetapkan;

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

d. Hal - hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip—
prinsip peningkatan efisiensi, efektif, transparansi dan akuntabilitas penyusunan
anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, analisi standar belanja dan standar satuan harga

Jadwal waktu penerbitan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan Ri{A-
SKPD sebagaimana dima'sud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Pasal 47

Berdasarkan padoman penyusunan RKA-SKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi
kerja. 1

Penyusunan RKA-SKPD dengan kerangka pengeluaran iangka menengan daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan
maju

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahur anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi

kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun
berikutnya.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan
memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan S1(PD
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran
dan hasil tersebut.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan berdasarkan
capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat rencana pendapatan,
rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serat rencana
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek
pendapatan, belanja, dan pcmbiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

RiCA 8KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang
urusan pemerintehan daerah organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan
ciicapai dari program dan kegiatan.

Indikator, tolak ukur kinerja, dan target kinerja berpedoman pada peraturan perundang-
undangan ;
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6)

Bagian Keempat
Penyiapan Raperda SKPD

Pasal 48

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas
lebih lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untul
menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang
telah disetujui tahun anggaran sehelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta
capaian kincrja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal, serta singkronisasi program dan kegiatan antar SKFD.

‘Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan

RKA — SKPD yang telah discmpurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APED.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

clilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen pendukung yang terdliri dari ;

a. Ringkasan APBD; ‘

b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi:

. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan doerah,organisasi, pendapatan,
belanja dun pembiayaan;

d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintehan daerah,organisasi, program
dan kegiatan;

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengclolaan keuangan Nogara;

f.  Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis
penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran;

- Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

h. Daftar piutang daerah:

I Daftar penyertaan modal (investasi) daerah:

j- Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tctap daerah:

K. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain — lain;

I Daftar kegiatan — kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaiican
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

m. Daftar dana cadangan caerah; dan

n. Daflar pinjaman daerzh.

Format rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 48 ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

a. Ringkasan penjabaran APBD;

b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan dacrah, organisasi, program,
kegialan, kelompok, jenis, obyek rincian obyek pendapatan, belanin dan
pembiayaan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan

sedagai berikut

a. Untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif
pungutan/harga;

b. Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan,
lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;

c. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan
pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
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9)

10)

11)

12)

18)

19)

1)

2)

Format rancangan Peraturan Bupati beserta larnpira’i“! sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah
daerah serla masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang
direncanakan

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh
Sckretaris Daerah selaku Koordinator Pergelolaan Keuarngan Daerah.

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD
disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober
tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan
daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud paca ayat (14), Bupati
menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Penyampaian rancangan Paraturan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (14)

disertai Nota Keuangan

Dalam hal Bupati dan /atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk dan ditetapakn oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas
Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persefujuan
bersama

Format susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) berpaedoman
pada ketentuan yang berlaku

Pasal 49
Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk
mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (14)

disosuaikan dengan tata tertib DPRD.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang
telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD

Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan
Program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan Bupati

Format porsetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (18)

- berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Pasal 50

Apabila DPRD sampai batas waltu sebagaimana dimeksud dalam Pasal 48 ayat (18)
tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati : erhadap rancangan peraturan

" daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar

angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperiuan setiap bulan,
yang disusun dalam rancangan paraturan Bupati tentang APBD.



3)

7)

g)

1

2)

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib. '

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan palayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Rencana pengeluaran schagaimana dimaksud delam ayat (1) disusun dalam
rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagcimana dimaksud pada ayat (5)
diajukan kepada Gubernur dan dapat dilaksanakan s stelah memperoleh pengesahan
dari gubernur.

Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Format Rancangan peraturan Bupati beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 51

Penyampaian rancangan Pcraturan Bupati untuk memperolch pengesahan dimaksud
dalam pasal 50 ayat (6) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak

menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Bupati
tentang APBD

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menetaplkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam
pasal J0 ayat (2), hanya diperkenankan apabila ada peraturan perundang-undangan
tentang kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana
pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang — undang.

agian Kedua
Evaluasi Rancangnn Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 52

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan peraturan Bupa'i fentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati
paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :

a. Persetujuan bersama antara pemerintah dacrah dan DPRD terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

b. KUA dan PPA yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD

¢. Risalah sidang jalanya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD; dan

d. Nota keuangan dan Pidato Bupati perihal perihal penyampaian pengantar nota
keuangan pada sidang DPRD
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o)

1)

2)

3)

4)

5)

©)

1)

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi,

Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati

Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap
menetapkan rancangan peraturan dacrah tentang APED dan rancangan peraturan
Bupati tentang penjabaran APRD menjadi peraturan dacrah dan peraturan Bupati,
Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan Bupati dimaksud
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupali serta pernyataan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4)
dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.

Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan
DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar
penetapan peraturan daerah tentang APBD yang bersifat final dan dilaporkan pada
Sidang Paripurna berikutnya.

Sidang  Paripurna berikutnya sebagaimana dimaks |d pada ayat (3) yaitu setelah

Sidang Paripurna berikutnya pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sectelah keputusan tersebut
ditetapkan.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang
menandatangani keputusan pimpinan DPRD

Pasal 54
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (5), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya

DPRD bersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud.

Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerch tentang APBD.

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Bupati .

asal 55

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten dan rancangan

peraturan Bupati tentang penjabaran APBD berpedoman pada peraturan perundang-
undangan
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Dagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 56
Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan
daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati yang menectapkan
Peraturan Daerah tengan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bupati menyampaikan peraturan dacrah tentang APED c.in peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Format Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran
APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APED

Przal 57

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah dikzlola dalam APBD.

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut danfatau menerima pendapatan
daerah wajib melaksanak~n pemungutan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pencrimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk moem biayai pengeluaran,
keculai ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah biayr yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap
pengeluaran belanja

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Cagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 58 H

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan, memberitahukan lkcpada semua kepala SKPD agar rmenyusun dan
menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang
hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
Sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan.
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Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6
(enam) hari kerja setelah nemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 59

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala
SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah

DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dir aksud pada ayat (2) disampaikan
kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah,
dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

DPA-SKPD szbagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh kenala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Paragra? 2.
Anggaran Kas

Pasal 60
Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD.

Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD

Pembahasan rancangan Anggaran Kas SPKD dilaksanakan bersamaan dengan
pembahasan DPA-SKPD

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas pemerintah daerah guna mengatur
ketersedinan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran — pengeluaran sesuai

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perkiraan arus kac
masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode

Meckanizmie pengelolaan Anggaran Kas pemerintah dacrah ditetapkan dalam peraturan
Bupati

dagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dacrah

Pasal 61
Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan
pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa
pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan
barang dacrah atas kegiztan lainnya merupakan pendapatan daerah.
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G)
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8)
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Bupati.

6)

-

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain — lain pendapatan daerah yang sah
dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan
daerah.

Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan
sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 62

Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukii yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih. '

Pengeluaran kas yang mengakibaikan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum

rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran
daerah,

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yong ditetapkan dalam peraturan

fa

Pembayaran atas beban APBD clapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD,
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 63
Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada pasal 24 ayat (3) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan
beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau
prestasi kerja.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan
lwgas ~tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan kepada pegawai regeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
dacrah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil

Tambahan penghasilan berdacarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud f)ada ayat (2)
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki
resiko tinggi

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada pegawal negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki
keterampilan khusus dan lannka

Tambahan pecnghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kecpada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai
mempunyai prestasi kerja

30



8)

1)

2)

3)

6)

7)

6)

Kriteria pemberian tambahan penmghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya
ke rekening Kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bank
persepsi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal C5

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D
oleh kuasa BUD.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa
BUD berkewajinpan untuk :

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran; ;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam
perintah pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan

€. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yana diterbitkan olch
pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pzsal 68

Penerbitan SPM tidak bolzh dilakukan scbelum barang dan/atau jasa diterima kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara
pengeluaran.

Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang

dikelolanya setelah :

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterhitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembavaran; dan

c. Menguji keter~ediaan dana yang bersangkutan.

Miekanisme / prosedur pengisian uang persediaan dan penggantian uang persediaan
SPM-UP, Tambahan Uang Kegiatan Mekanisme LS, ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa

Pengguna anggaran apa bila persyaratan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) tidak
dipenuhi.

Bendahara pengeluaran bertangqung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan
pengeluaran di lingkungan SKPD.

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang
menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Dana apabila Anggaran
SKPD masih ada yang tersisa harus segera disetor ke Kas Daerah.
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Cagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 67

Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.

Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah.

Pasal 68 h

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan
yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
yang berkenaan mencukupi.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu
dana cadangan yang ekan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah
tentang pembentukan dana cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan
oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 69

Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah schagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 70

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumiah pinjaman yang akan diterima
dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang Penerimaan pinjaman
dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah. ditetapkan dalam
perjanjian pinjaman.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian
pinjaman daernh sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan
kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 71

Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam

tahun anggaran hersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan
daerah.

Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari
rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh kussa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 72
Penyertaan modal pemerintah dacrah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan

disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah
tentang penyertaan modal daerah oerkenaan.
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Pasal 73

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai
dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran
yang berkenaan.

Pasal 74

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas
persetujuan DPRD. -

Pasal 75

Pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah,
pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan
SPM yang diterhitkan oleh PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban

untuk :

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan
oleh PPKD:

b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam
perintah pembayaran:

€. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. Menolak pencairan danz, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran
pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

LAPORAN REALICASI SEMESTER PE RTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBL

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 76

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan
dan Belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
Jawabnya yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPK — SKPD dan
disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan
realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis
untuk untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
semester pertama tahun angaaran berkenaan berakhir.

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semestor pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk G (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD sebagai dasar
Penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari
orja setelah semester pertama tahun anggaran berakhir

PPKD  menyusun laporan  realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat minggu
Kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris
daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Laporan realisasi semester pertema APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berkutnya sebagrimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepzda Bupati paling
Inmbat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapikan sebagai
[>poran realicasi semester pertoma APBD dan prognosis untuk § (enam) bulan
berikutnya.
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Laporan realisasi semester pertama APBD serta prognosis untuk 6 (enam) ulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun anggaran yang berkenaan

Format Laporan realisasi semester pertama APBD serta prognosis untuk 6 (enam) ulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Format Laporan realisasi semester pertama APBD serta prognosis untuk 6 (enam) ulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disusun dan disajikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Porubahan APBD

Pasal 77

Pemerintah Daerah dapat mengniukan Rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum
tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas

bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan

perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk tahun b-rjalan;

d. Keadaan darurat: dan

c. Keadaan luar biasa,

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran,
kecuali dalam keadaan luar biasa.

Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 78

Perubahan APBD disebabkan parkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pencapatan daerah. Alokasi belanja
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA

Bupati memformulasikan hal — hal yang mengakibat ;an terjadinya perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dan b ke dalam rancangan
kebijakan umum perubahan APRD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disajikan secara lenakap penjelasan mengenai -

o

Perbedaan asumsi dengan K!JA yang ditetapkan sebelumnya; ~

b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan
APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran
berjalan;

¢. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan
APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

d. Capaian target Kinerja procram dan kegiatan yang harus dilingkatkan dalam

perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD diperkirakan pada akhir bulan september tahun anggaran berjalan agar dihindari
cdanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik
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Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing — masing dituangkan ke dalam Nota
Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antar Bupati dengan Pimpinan DPRD yang
mengacu pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar E egiatan, dan antar jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf b serta pergesaran antar obyek
belanja dalamjenis belanja <=n antar rincian obyek bolanja diformulasikan dalam CRPA
- SKPD

Pergeseran antar rincian obyek balanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan
atas persetujuan PPKD

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis be{anja berkenaan dilakukan atas
persetujuan Sekretaris Dacrah

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
denagn cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk sclanjutnya  dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
tentang perubzhan APBD

Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat
dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD

Anggaran mengalami perubahn bailk berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat
pergeseran sebagaimana dimalsud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom

keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD

Tata cara pergeseran sebagaiman dimaksud pada avat (2) dan ayat (3) di atur dalam
Peraturan Bupati

Pasal 30

Saldo anggaran tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran
sebelumnya,

{eadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan

dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa :

a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui
anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan poko utang;

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah:

d. Mendanai kegiatan lanjutan:;

. Mendanai program dan egiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyeclesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

f.  Mendznai Kegiatan-kegiatan yang capai target kinerjanya ditingkatkan dari yang
telah dapat diselesaikan sampai dongan batas akhir penyelesaian pembayaran
dalam tahun anggaran berjalan,

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f
diformulasikan terlebih dahuly dalam DPA — SKPD

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran
sebagaimana dimalsud pads ayat (2) huruf d, diformulasikan terlebih dahulu dalam
DPAL - SKPD

Ponggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
- SKPD
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Pasal 81

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf d sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah: dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat.

Pelaksanaan pengeluaran aton pendanazn keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD ;

Pasal 82

Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabl an cstimasi penecrimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
(lima puluh persen).

Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Realisasi penigeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 83

Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan dacrah tentang perubahan APBD
dan rancargan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi
peraturan daerah dan peraturan Bupati  berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52, 55 dan 57 :

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padg ayat (1) tidak ditindakianjuti oleh
Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
APBD, peraturon dacrah «dan peraturan Bupati  dimaksud dibatalkan dan sekaligus
menyatakan barlakunya pagu APBD tahun herjalan termasuk untuk pendanzan keadaan
darurat.

Pembatalan peraturan dacrah tentang perubahan APBD Kabupaten dan peraturan
Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Gubernur.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3), Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah

tentang perubahan APBD dan scinnjutnya Bupati bersama DPRD mencabuyt peraturan
2orah dimaksud.

Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
peraturan daerah tentang pencnbutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
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BAB VI
PENATAUSAMAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 84

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran
dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah,

wajib  menyelenggarakan penatausahaan sesuaj dengan peraturan perundang-
undangan,

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan
surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukdi dimaksud,

Pagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 85

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

a. Pejabat yang diberi WEewenang menandatangani SPD:

b. Pejabat yang diberi wewcnang menandatangani SPM;

C. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat perlanggungjawaban (SPJ);
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D:

e. Bendahara pencrimaan/penceluaran: dan

f.  Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja
tidak terduga, dan Pengeluaran pembiayaan pada SKPD

. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD:
h. Pcjabat Ininnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APED.

Penetapan prjabat yang ditunjuk sebagai kuasa pPenguna anggaran/kuasa pengguna
barang sebagnimana dimaksuc pada ayat (1) Huruf b dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan

Fenetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan
oleh Bupati kepada Kepala SKPD: 5

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (S)IFnencakup :

a. PPK-SKP yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD:

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atay beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengann bidang tugasnya;

¢. Pejabat  yang diberi wewenang  menandatangani surat  bukti pemungutan
pendapatan daerah:;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti
pencrimaan lainnya yang sah; dan ;

e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan
sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 86

Untuk mendukung kelancaran tugas Perbendaharaan, Bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu
bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai Kebutuhan
dengan keputusan kepala SKPD.
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Pembantu bené.’ahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
fungsi sebagai‘kasir atau pembuat dokumen penerimaan

Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimak!;ud pada ayat (1) melaksanakan

~ fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji

Pasal 87

PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan
Penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-
SKPD :

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk
ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Penatausahznn Bendahara Penerimaan
Pasal 88

Penerimaan caerah disetor ke rekening kas umum pada bank pemerintah yang ditunjuk,
dianggap sah sctelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum dacrah scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Disetor Iangsung ke bank oleh pihak ketiga; _

b. Disetor melalui bank lain, badan, lombaga keuangandan/atau kantor pos oleh pihak
ketiga; dan

€. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Benda berharqa scperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak

- ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢

diterbitkan dan disahkan oleh PPIKD

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam
PChguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan’~tau atas nama pribadi pada banl atau
giro pos.

Fasal 89

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
Penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawebnya.
5

Pehata usahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ;
a. Buku Kzs Umum:

. Buku Pembantu Por Rincian Obyek Penerimaan: Dan

. Buku Rekapitulasi Pcnerimaan Harian

Bendahara penerimaan d-tam melalkukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan

. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

Surat Tanda Setoran (STS);

Surat Tanda Bukti Pembayaran: Dan

Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Ppapooo

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara
administratif atas pengelolaan  uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggung  jawaban penerimaan  kepada pengguna
arggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. ;
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Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional
atas pengclolaan uang yang menjadi tanggung Jawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berik: itnya.

Laporan pertanggung jawab:an penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) dilampiri dengan :

d. Buku Kas Umum;

€. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan: Dan

f. Buku Rekapitulasi Pencrimaan Harian

g. Buku penerimaan lainnya yang sah.

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Mekanisme dan tata cara melzkukan verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupali.

Pasal 20

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, ma'a Apabila melebihi 3 (tiga) hari
sampai selama — lamanya 1 (=atu) bulan, bends j1ara penerimaan tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada rojabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan
tugas — tugas bendahara yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas — tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan
dengan dietahui kepala SKPD

Apabila melehihi 1 (satu) bulan campai selama-lamanya 3 (liga) bulan, harus ditunjuk
pejabat benduhara penerimaan dan dindakan berita acara serah terima:

Apabila bendahara pencrimaan sesudah 3 (tiga) buian belum luga dapat melaksanakan
tugas, maka dianggapa yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhent darj
jabatan scbagai bendahara penerimaan dan oleh karena ity segera diusulkan
penggantinya

Bagian Keempat
Penatausaknan Bendahara Pengeluaran

Pasal 91

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka menajemen kas menerbitkan
SPD R

SPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditanda
tangani PPKD

Pengeluaran kas atas beban APBED dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD

Pasal 91

Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, S8PP-GU, dan
SPP-TU.

PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD
kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan Persyaratan yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Cendahara pengeluaran meialui  pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD
mengajukan SPP-UpP kepnda pengguna anggaran setinggi-tinaginya untuk keperluan
satu bulan,
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Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar
rincian rencana penggunaan dana.

Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran
mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan.

irasal 92

Pengguna anggaran/kuasa PENgguna anggaran mengajulan permintaan  uang
persediaan kepadn kuasa B! D ¢angan menerbitkan SPM-UP.

Pengguna anggaran/<uasa Pengguna anggaran mengajulan penggantian uang
persediaan yang telah digunakon kepnda kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU
yang dilampiri bukti ~sli pertanaqungjawaban  atos penggunaan uang persediaan
sebelumnya.

Dalam hal uang persediaan tidal mcncukupi' kebutuhan, Pengguna anggaran/kuasa
Pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD
dengan menerbitkan SPM-TL.

Pelaksanaan Pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa
Pengguna anggaran yang ditujulcan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2
(dua) hari kerja sejak SPM diterima

Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna

anggaran/kuasa pengquna anggaran bilamana : i

a. Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau ; 1

b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.,

Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 94

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam peraturan
Bupati.

BAB IX
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Sistem Akuntansi

Pasal 95

Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu
Kepada standar akuntansi pemerintahan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayzt (1) ditetapkan
dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan
keuangan daerah.
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Sistem akuntansi pemerintahan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (‘_l) n}eliputi
serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Proses scbagaimana dimalsud Pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku
jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBED sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan leuangan yang meliput;

Laporan Realisasi Anggaran:;

Neraca;

Laporan Arus Kas; Dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Apon

Pasal 98¢

Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi :
a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas:

c. Prosedur akuntan=i aset:

d. Prosedur akuntansi selain kas,

Sistem akuntansi Pemerintah schagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan reraturan yang menaatur
tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan,

Pasal 97
Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD

Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD

PPK- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan

sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan  dan  bendahara
pengeluaran

.
i'asal 98

Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun set, kode akun Kewajiban,
dan kode akun ckuitas dana

Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode alkun
pendapatan kode akun belanja, dana kode akun pembiayaan.

Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) disusun dengan
Memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negarn

Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menageu pada peraturan perundang-
undangan

pasal 99 Il i

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraarn
pemerintahan daerah dicatat pcta buku jurnal bedasarkan buku transaksi yang sah

Pencatatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai
dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan
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Pasal 100
Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana
dimaksud pasal 99 ayat (1) selanjutnya secar priodik diposting ke dalam buku besar
sesuai dengan rekening berkenaan

Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap
akhir periode sesuai dengan kebutuhan

Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya
Pasal 101

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji cilang dan
kelengkapan informasi rekening tertentu

Buku besar pembantu sebagaiman:: dimaksud pada :J_"yat (1) berisi rincian akun yang

- telah dicatat dalam buku besar

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

~asal 102

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi berpedoman pada
standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 103

Kepala SKPD selaku Pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
Keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya,
g

Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan
Menyiapkan laporan keuangan schubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang
yang dikelolanya.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi
anfigaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala
daerah melalui PPKD selambat-lombatnya 2 (dua) bulan sctolah tahun anggaran
berakhir.,

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselengagarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan keteniuan
perundang-undangan .

Pasal 104

PRKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas
dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

PRED menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran:

b, Neraca;

¢. Laporan Arus Kas: dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
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Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan
ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Uszlia Milik Dacrah / Perusahaan
Dacrah.

Laporan keuangan pemerintah Aacrah sebagaimana dimaksud pacia ayat (2) disusun
berdasarkan laporan keuangan GKPD.

Laporan keuangan pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 105

Bupati menyampaikan rancantsn peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Dadan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (cnam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir,

Loporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat
(2) disampaikan kepada BPKK selambat-lambatnya 3 (tign) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disclesaikan selambnt-lambatnya 2 (dua) bulan scielah menerima laporan keuangan
dari pemerintah daerah.

Apabila sampai batas waktu entmgaimana yang diotur dalam neraturan perundang-
undangan, BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan
daerah sebagaimana dimalksud pada ayat (1) digjukan kepada DPRD.

Bupati memberikan tanggapan dan mclakukan penyesuainn terhadnp laporan keuangan
berdasarian hasil pemeriksaan BRI atas Laporan Kcuangan Pemerintah Daerah
L

BAE XI
FENGENDALIAN DEFIGIT DAN PENGGUNAAN SURPILUS APBD

Bagian Pertama
Pengcadalian Defisit APBD

Pasal 106

Ralam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
Menutupi defisit tersebut dalam peraturan dacrah tentang APBD.

Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan -

. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya;
D. Pencairan dana cadangan;

Hasil p~njunlan kekayaan daerah yang dipisahkan:

Pencrimaan pinjaman: dan/atau

e. Penerimazn kembali pemberian pinjaman.

Qo

Pemerintah dasrah wejib melaporkan posisi surplus/defisit APRD kepada Pemerintah
setiap semester dalarm tahun anggaran berkenaan.
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Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 107

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang APBD.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana
cadang«n, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB Xl
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Penaelolaan Kas Umum Daecrah

Pasal 103

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalyi rekening
kas umum daerah. '

Dalam rangka pengelolaan uahg daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah
pada bank yang ditentukan oleh Bupati,

Dalam pezlaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuaca BUD
dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank vyang
ditetapkan oleh Bupati,

Rekening penerimaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk
menampung penerimaan dacrah setiap hari.

Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimalksud pada ayat (4) setiap akhir hari Kerja
wajib dizetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan
dana yang bercumber dari rekening kas umum daerah.

N . £ . ;
Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

avat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai  kegiaton
Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 109

Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau Jasa giro atas dann vone
disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro van
berlaku.

Bunga dan/atau jasa qiro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimalaud
pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan ‘sleh bank umum didasarkan pada
ketentuan yang berlaku pacda banlk umum yang bersai . gkutan,

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada belanja dacranh.

Bagian Kedua
Pcngelolaan Piutang Daerah

Pasal 110

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan

daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya
dengan tepat waktu.
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Pemerintah dcarai mempunyai hak mendzhului atas piutang jenis tertentu sosuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Piutang dnerah yang tidak dapa! diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan
menurut peraturan perundarg-undangan.

Penyelasaian piutang daerap c~bagai akibat hubungan keperiataan dapat dilakukan
melalui perdarm. ian, kecuali menTenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya
sesual dengan k~tentyan perundzng-undannon.

Piutang daerah copat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai
dengan ketzntuan mengenai  penahapusan piutang negara dan daerah, kecuali
mengenal piulang daerah yang cara penyelesainnnya dilalukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undarqan,

Penghapusan schagaimana dimalk_ud pada ayat (5), sepanjang menyanglut piutang
cmerintah daarah, diletanhan olah ¢
a. Bup-~ti untuk jumlah samn~i ngan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Bupaii drnorn persetujuan DPRD untuk jumizh lebih dari Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Cagian Ketiga

Penaeiaiaan Inventasi Daerah

asal 11

Pemerintah dacrah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk
mempcroleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) marupakan investasi
yang dapat segera dicairkan d=n dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)
bulan atau kurang.

Investasi jangka Panjang sebagaimana dimaksud prica ayat (1), merupakan investasi
yang dimaksudl:an untuk dimililci lebih dari 12 (dua belas) bulzn.

. 5 TR ;
invasias Jangka panjang scoageaimang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari investasi
Permansn dan non pormanen.

Inv_:stasi permanen sebmgaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelilcan atay tidak ditarik kembali.

Irvestasi non permanen sebacnimana dimaksud pada cyat (4) dimaksudkan untuk
dimiliki secamn ik berkelonjiutan atau ada - untuk  diperjualbelikan atau ditarik
kembali.

Pazal 112

Dalam rangk= investasi Peme. ilah Daerah pada Perusahaan doerah, Perusahaan

Daerah waijib meny-mpaikan :

a. Laporan keuanqan “tmestein kepada pejabat pengelolaan keuangsn daerah
selambat-l=miatnya bulan Juli untuk tahun anggarzn yang bsrjulan; dan

h. Laporan keuangan tahun~n yang telah diaudit kepada pejabat  pengelolaan
keuangan dcoarah se-i’;:mbablan*..-‘_watnya 2 (dua) bulan sctelah tahun anggaran

heralhir: -

Laporan keuarsan sebagaimana dimaksud dalam butir & dan b di atas dapat

dilampir'can iichtisar confatau informani tambahan non-keuangan yang relevan,

[&]

Laninn Keempat
Pengeleln-n Barang Milik Dacrah

zsal 1123

Barana milit: daerah dipcro'ah atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
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3)

3)

4)

1)

Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis; i

b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama
Pemanfaatan barang milik daerah:;

. Barang yang diparoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-
undangan;

d. Barang yang diperoleh dari nutusan pengadilan.

Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang
daerah yang mencakup peroncanaan kebutuhan, Penganggaran, pengadaan,
Penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan dan pengamanan,

Pengelolaan harang daerah ditctapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada
beraturan Perundang-undangan.

Eagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan

, Pasal 14
Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai Kegiatan yang
Penyediaan dananya tidak dapat cibebankan dalam satu tahun anggaran,

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Reraturan daerah,

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapah tujuan,
besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis pr¢ gram/kegiatan yang dibiayai dari
dana cadangan tersebut. £

Rana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber
dari penyisihan atas pencrimaan daerah kecuali DAK, pinjaman dasrah, dan

Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertenty berdasarkan
REraturan perundang-undangan. .

Penggunaan dana cadangan dalam saty tahun anggaran menjadi penerimaan
Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 115

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) ditempatkan pada
rekening tersendiri yang dikelola oleh PPK

Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan

Se€suai dengan Peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengan resiko rendah,

Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Mmenhambah dana cadangan.

Fosisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lapcran
pertanggungjawaban APBD.
Bagian Keenam
Pengeloiaan Utang Daerah
Pasal 116

Kepala daerah dapat mengaclakan utang daerah sesuaij dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

i
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3)
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6)
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2)

PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang peclaksanaan pinjaman
daerah.

Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak
utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertunda apabila pihak yang

berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhimya masa
kedaluwarsa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) tidak berlaku untuk pembayaran
kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 117

Pinjaman daerah bersumber dari :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah lain;

C. Lembaga keuangan bank;

d. Lembaga keuangan bukan bank: dan
&, Masyarakat.

Pasal 118

Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan.

Porsetujuan Menteri Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. _ d

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup
fumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan. '

Panerimaan hasil penjualan obligasi dacrah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam
anggaran belanja daerah.

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Xl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama "
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 119

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan Pengawasan pengelolaan keuangan
daerah kepada Pemerintah Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Bupati selaku wakil
pemaerintah. '

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman,

himbingan, supervisi, konsuilasi, pendidikan, pelatihan, serta penelifian dan
pengembangan.
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Pemberian pedoman sebx Jdimana dimaksud pada ayat (2) mencakup peréhcanaan dan
penyustunan  APBD, penatausaihaan, pertanggungjawaban keuangan dacrah,
Pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian bimbingan, supervici, dan konsultasi sebagaimana dimaksud péda ayat (2)
mencakup perencanaan dan penyusunan = APBD, pclaksanaan, dan
pertanggunajawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu,
bailc secara rienyeluruh kepada seluruh dasrah maupun kepada daerah tertentu sesuai
dengan kebutuhan. ' :

Pendidikan dan pelatihan sebagaiinana dimaksud pa’aa ayat (2) dilaksanakan secara
berkala bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati, anggota DPRD, perangkat dasrah, dan

pegzwai negeri sipil daerah, serta kepada bendahara pencrimaan dan bendahara
pengeluaran.

iYasal 120
DPRD melakukan pengéwasan terhadap pclaksanaan peraturan dacrah tentang APED.

Pengawasan pengelolaan keuangan daecrah kerpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Magian Kedua
Pengendalian Intern

v'asal 121

Untuk menigkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja setiap Entitaé Pelaboran

dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendzlian Intern sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait,

Dalam sistem pengendalian  intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transalsi euangan
yang diakuntansikan oleh Berndzharn Umum Daerah

Aparat pengawasan intern pemaerintah pada Pemerintah Daerah melakukan evaluasi

atas pelmnoran keuannan dan Kinerjz dalam rangka meyakinkan keandalan informasi
yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada pihak — pihak yang terkoit

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran menyampaikan Keuangan dan Kinerja intern sekurang-kurangnya setiap
triwulan kepada Bupati, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja Intern atas
Pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/T ugas Pembantu:n

Setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran pada tingkat Pemerintah  Dacrah yang diseba':an oleh
kesengajaan dan/atay kelalaian, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
seluku Bendahara Umum Daersh dapat memberikan sanksi berupa penangguhan
pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana

Ketentuan lebih lanjut mengenai taia cara pemberian sanksi scbagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati dengan mengacu pada pedoman yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Sanksi sebanaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak membebaskan
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian laporan
keuangan.

Pasal 122
Dalam rangka meningkatkan Kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern
di lingkuncen pemerintahan daerah yang dipimpinnya,
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1)

Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 123

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh
BPK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. d X !

BAB Xiv
PENYELESALLN KERUGIAN DAERAH

Pasal 124

'Setiap‘ kerUgian daerah yang di- ~babkan oleh tindakan melanggar hukum atéu k'élélaf’én'

seseorang harus Segera diselesaikan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bendahara, Peoawai negeri bukan bendahara, atay pejabat lain yang kaicna
perbuatannya melanggar  hukum atay melalaikan kewajiban yang dibebankan

kepadanya secara langsung mcrL}gi!can keuangan daerah, wajib mengganti kerugian
terzebut.

Repala SKPD dapat segera melalulan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa
dalam SKPD yang bersangkutan terjadli kerugian akibat, oerbuatan dari pihak manapun,

Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada
Cupati dan diberitahukan kepada BPK se!ambat-lambntnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
kerugian daerah jty diketahui.

Segera setelah kerugian daerah tersabut diketahui, kepada bendahara, Pegawai negeri
bukan oendahara, atay pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atay melalaikan
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Segera dimintakan surat Pernyataan
kesanggupan dan/stau Pengnikuan  bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti kirugian daerah dimaksud

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atay tidak dapat
Menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati Segera mengeluarkan surat keputusan
pembebanan Penggantian kerugian Sementara kopada yang bersangkutan.

Pasal 125

Dalam hal bendahara, Pegawai negeri bukan bendahzra, atay pejabat lain yang dikenai
tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam Pengampuan, melarikan diri, atau
Meninggal dunia, penuntutan dan  penagihan terhadapnya  beralih kepada
Pengampulyang memperoleh hak/ahli wr . is, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau
diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai nageri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang bersangkutan.

Tanggung'jawab Pengampulyang memperoleh hak/ajli waris untuk membayar ganti
Kerugian dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam
waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan Pengadilan yang menetap'kan pengampuan
kepada Londahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atay pejabat lain yang
bersangkutan, atay sejak bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atay pejabat
lzin yang bersangkutan diketahui motarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahy cleh pejabat yang berwenang mengenai
adanya kerugian daorah,

Ketentuan pcnyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah ini berlaky pula untuk uvang dan/atau barang bukan milik dacrah, yang
berada dalzm pPenguasaan bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara
lain yang digunalcan dalom penyelenggaraan tugas pemerintahan,




2)

1)

2)

3)

1)

Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Eagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 123

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Déerah 'dila'lcu'kan oleh
BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ' -

BAB XIv '
PENYELESAIZN KERUGIAN DAERA

Pasal 124

Setiap kerugian daerah yang di ~babkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
Seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketenfuan perundang-undangan.

Bendahara, penawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena
perbuatannya melanggar hukum atay melalaikan  kewajiban yang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti Kerugian
tersebut.

epala SKPD dapat segera melalulan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa
dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat}i oerbuatan dari pihak manapun.
J

h Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada

Cupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambntnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
kerugian daerah itu diketahui.

Segera setelah kerugian daerah torsebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri
bukan bendahara, atnu Pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukur atay melalaikan
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dimintakan surat pemyataan
kesanggupan danfatau pengakuan bahwa kerugian terscbut menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti korugian daerah dimaksud

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan
Pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan,
L ]
q’ Pasal 125

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendaharz, atau pejabat lain yang dikenai
tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan dir, atau
meninggal  dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya  beralih kepada
Pengampulyang remperoleh hak/ahii wiis, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau
diperolehnya, yang berasal darj bendahara, pegawai ncgeri bukan bendahara, atay
pejabat lain yang bersangkuian.

Tanggung jawab Pengampulyang memperoleh halk/aili waris untuk membayar ganti
kerugian dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila delam
waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan
kepada bondahora, pegawai negeri bukan bendohara, atzy pejabat lain yang
bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat
l2in yang bersangkutan diketahui molarikan diri atay meninggal dunia, pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris tidak. dibcri tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai
adanya kerugian dasrah,

Ketentuan penyelcsaian  kerugian - daernh sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah ini berlaky pula untuk vang dan/atay barang bukan milik dacrah, yang
berada dalam Penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat

fain yango digunalcan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
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Ketentuan pPenvelesaian kerugiz.y dacr~h dalzm peraturan pemerintah ini berlaky pula
untuk peng -jola perusahaan daerah den badan-badan lain yang menyelenggarakan
pengeiolaan aeUanaan daerah, Sepanjang tidck diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersepir.,

-
5
5

Fasal 126 .

; .
Pengznaan ganti kerurian daerah terhadap bendahara‘ditetapkan oleh GPK,

Apabila  dalam Pemeriksaan K=rugian daerah ditemukan  unsur piclana, BPK
menindak!anjutinya sesuni dengan peraturan pPerundang-undangan,

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan
oleh Bupati,

Ketentuan lebjh lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan
Peraturan dz=- “1h dan berr»doman padz peraturan perundang-‘-undang.::n.

DAZXV
PNBELSLAAN KEUANGAN
B;\DA Fi‘ L."".\l,a}"\.. NAN U :--EU :‘.1 .D'A.'L. ; .:.!"\I'i

FPrsal 127

Pemerintah daerah dapat membentulk BLUD untuk :

a. Menyecdi~kan barang dan/atay jasa untuk layanan umum:
Mengelola dana khusuz Zalam rarigka meningkatkan ckonomi dan/atay pelayanan
kepada masyarakat. _

Instansi yang menyediakan barmng dan/atay jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
buruf a meliputi rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, reneribnit lisensi dan
dokumen, Ponyelengeara jasa Penyiaran publik, Penyecia jasa penclitian dan pengujian,
serta instansi layanan umum lainnya

Dana khusus dalam ranoha meningkatkan ekonomi dan/atay pelaynan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pacls ayat (1) huruf b, melinuti semua instansi yang
melnlsanakan pPengelolaan dana Topertidana bergullir usaha wecil menengah, tabungan
Perumahan, dan instansi pPangelola dana lainnya

sl 128

BLUD dibentuk untuk meningkaty:: a pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangia
mMemajukan Kesejahteraan umum dan mancerdaskan kehidupan bangsa.

Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang ticak dipiz~hkan serta dizzlola dan
dimanfaat’zan Sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan ELUD yang bersangkutan.

Pasal 125 :
145 ]
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD d~n pemiinaan t~knis dilakukz - oleh
kepala SKPD yang borfanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian

pedoman, bimbingan, Supervise, pendidil--n dan peiztihan dibidang pengelolaan
keuangan BLUD.

Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksug Pada ayat (1) meliputi pemberian
redoman, bimbingan, Supervise, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan
program dan kegiatan 2LUD,

Pasal 130

BLUD dapat memperoleh hibah ata Sumbangan dari masyarakat atau baclan lain

%0



2)  Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD
yang bersangkutan.,

(%]

Padoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan oleh pemerintah,

BAB XVI
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN DPRD

¥

Pasal 131

1} Kedudukan keurngan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam peraturan daerah sesuaij
peraturan perundang-undangan yang barlaku

M
—

Kedudukan keuangan DPRD diatur dalam peraturan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku

BAS XV
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 132

Jerdasarkan peraturan daerah ini, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang sistem dan
prosedur pengelofaan keuangan daerah.

BAB XViil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133
Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ‘
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Selatan .

Disahkan di Buntok
Pada tanggal 21 Nopember 2008

BUPATI BAHITO SELATAN

BAHARUDIN D¥SA

Diundangkan di Buntok
Fada tanfiggl 21 Nopember 2008
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PRETUT WIDHIE WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
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